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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan, maka dapat diambil suatu 

kesimpulan sebagai berikut bahwa:  

1. Realisasi jaminan kesehatan bagi tersangka/terdakwa sebagaimana diatur 

dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia, sudah dapat di realisasikan tetapi belum optimal. Dikatakan 

demikian karena dalam kenyataannya masih terdapat kendala yang 

menjadi faktor penghambat untuk dapat merealisasikan jaminan kesehatan 

bagi tersangka/terdakwa secara optimal. Kendala yang ada bukan berarti 

menjadi faktor bagi kejaksaan tidak melaksanakan tugasnya, untuk itu 

apabila terdapat tersangka/terdakwa yang mengalami gangguan dengan 

kesehatannya, maka pihak kejaksaan akan memohonkan izin berupa 

penetapan pembantaran kepada hakim. Kemudian apabila surat penetapan 

pembantaran telah di keluarkan maka proses berobat untuk 

tersangka/terdakwa dapat dilaksanakan sesuai prosedur pelayanan 

kesehatan.Tindakan kejaksaan ini sudah sesuai dengan aturan juga 

denganteori kebaikan dan teori kebenaran. 

2. Adapun kendala ataupunfaktor penghambat realisasi jaminan kesehatan 

bagi tersangka/terdakwa sebagaimana diatur dalam Undang-undang 

Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, antara lain 
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yaitu : 

a. Peraturan yang belum jelas dan tegas terkait siapa yang seharusnya 

bertanggung jawab terhadap biaya berobat yang dijalani 

tersangka/terdakwa, sehingga dari segi pembiayaan terhadap 

jaminan kesehatan bagi tersangka/terdakwa belum dapat dikatakan 

sesuai dengan teori keadilan.  

b. Tidak adanya anggaran dana di kejaksaaan bagi 

tersangka/terdakwa yang sakit. 

c. Belum adanya sikap atau peran aktif dari kejaksaan untuk mencari 

solusi persoalan bagi pembiayaan tersangka/terdakwa yang sakit. 

d. Waktu/masa berobat tersangka/terdakwa yang relatif cukup 

singkat, walaupun dapat diperpanjang lagi tetapi harus dengan 

pengajuan surat permohonan izin kembali kepada hakim. 

e. Kurang efektifnya kinerja antara lembaga kejaksaan dengan 

kehakiman, karena untuk memperpanjang waktu/masa berobat 

tersangka/terdakwa tentunya hanya akan mengulang kembali 

pekerjaan yang sama. 

f. Kurang efektifnya peraturan yang sudah ada, karena sebaiknya 

untuk waktu/masa berobat bagi tersangka/terdakwa tidak perlu 

ditentukan secara tertulis sebab itu hanya akan membuat kinerja 

penegak hukum kurang efektif. 

g. Kurang aktifnya peran tersangka/terdakwa untuk mendapatkan 

informasi terkait pembiayaan kesehatan bagi mereka. 
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B. Saran 

Mewujudkan jaminan kesehatan bagi tersangka/terdakwa 

sebagaiaman diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

Kejaksaan Republik Indonesiaterdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, 

antara lain: 

1. Perlunya aturan yang jelas mengenai mekanisme pembiayaan terhadap 

tersangka/terdakwa yang mengalami gangguan kesehatan. Apakah harus 

ditanggung sepenuhnya oleh kejaksaan sebagai perpanjangan tangan dari 

negara, atau sebaliknya ditanggung secara pribadi oleh pihak 

tersangka/terdakwa. Tentunya dengan adanya kejelasan peraturan 

diharapkan lahirnya kepastian bagi para pihak. 

2. Harus ada keinginan atau peran aktif kejaksaan untuk mempertegas 

peraturan terkait pembiayaan, sehingga dapat mempersiapkan penyediaan 

anggaran bagi tersangka/terdakwa yang sakit. 

3. Peran aktif tersangka/terdakwa untuk mendapatkan informasi terkait 

pembiayaan kesehatan juga penting sebab dapat membantu kepentingan 

pribadi mereka sendiri. 

4. Jika aturan sudah jelas, maka perlunya pelatihan atau penyuluhan baik 

kepada pihak kejaksaan maupun kepada pihak tersangka/tedakwa terkait 

hak dan kewajiban masing-masing pihak agar dapat memberikan pemahan 

yang lebih kepada para pihak sehingga dapat menciptakan keselarasan. 

5. Sebaiknya untuk waktu/masa berobat bagi tersangka/terdakwa tidak perlu 

ditentukan secara tertulis sebab itu hanya akan membuat kinerja penegak 
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hukum kurang efektif. 

6. Kurang efektifnya kinerja kejaksaan terkait administrasi, karena data yang 

diperlukan saat penelitian sangat sulit didapatkan walaupun penelitian 

sudah sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Misalnya saja untuk 

memperoleh data tentang tersangka/terdakwa yang sakit saat penanganan 

oleh kejaksaan, diperlukan waktu satu bulan lebih. Tentunya hal ini 

memperlambat penelitian yang dilakukan dan ini menunjukkan 

ketidakprofesionalan pihak kejaksaan. 

7. Peraturan Kode Etik perilaku Jaksa harus lebih di sempurnakan, karena 

belum bisa memberikan efek jera bagi oknum yang melakukan 

pelanggaran. 

8. Pengawasan terhadap internal kejaksaan perlu lebih efektif lagi agar dapat 

mengurangi oknum jaksa yang melakukan pelanggaran. 

9. Perlu diadakannya pembinaan yang berkelanjutan guna membangun 

pribadi jaksa agar dapat menciptakan jaksa yang bernilai positif, baik dari 

awal penerimaan jaksa yang baru sampai pada tingkat atas. 

10. Perlu diadakannya studi khusus kepada oknum-oknum jaksa, untuk 

mengetahui faktor apa yang paling dominan mempengaruhi oknum jaksa 

melakukan pelanggaran. 
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